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Menimbang : a. bahwa dalam rangka menata pen-velenggaraan tugas-tugas
pemerintahan, pembangunan dan pela-yanan kemas.rrarakatan agar
berjalan sesuai hukum dan ketentuan peraturan perundang-unclangan,
diperlukan penguatan kapasitas dan kapabilitas sumber rla.va apar"atur
bidang Hukum daiam pen-velenggaraan pemeitntahan Daerah;

b. bahwa mengingat kompleksnya berbagai permasalahan dalaar
penyelenggaraan pemerintahan yang dihadapi oleh pemerint*h
Kabupaten Flalmahera Barat serta trelum dimiiikinva berbagai
petangkat atura:r _-r'ang n:en-i';ldi iandasan hukum jaianr:3.s
peinerintahan. maka sangat riibutuhkan keberadaan Staf Khusgs
Bupati Bidang I-Iukum Dalarn Penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

c. bahr.va berdasarkan pertimtrangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati l{almahera Earat
tentang staf Khusus Bupati l{aimahera Barat Bidang Flukum Daiam
Pen-veienggaraan Pernerjntahan Daerah Kabupaten i{aimahera Bara1
Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang*undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang pembentukan llaerah*
daerah sr,vatantra Tingkat II Dalam wilayah Daerah sr,,i,,atantra Tingkat I
tuIaiuku menjarii Undang-undang;

2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penvelenggaraan
Negara yang betras dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

3. Undang-undang l{omor 6 Tahun 2000 tentang Pembahan a1as
Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Prcvinsi
Maluku Utara. Kabuparen Buru dar: Kal:upaten Maluku Tenggara
Barnt;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan
Kabupaten Halmahera utara, Katrupaten Halmahera selatan,
Kabupaten Kepr-tlauan Suia, Kabupaten Halmahera Timr:r rlan Kota
Tidore Kepulauan di Provinsi lVialuku Utara;
tiirciang-undang Numor i7 Tahun 2fi03 tentang i{eutrngar: i:iegara;
undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaari Negara;
undang-undang Nomor 5 Tahun 2al4 tenta.ng Aparatur sipil
Negara;
undang-undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang pemerint.ahan Daerah;
undang-undang Nomor 30 Tahun '2a14 tentang Administrasi
Peraerintahan;

10.{"Jndang*undairg Nomor 1 Tahun 2A22 tentang Hubungan Keuangar:.
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

ll.Undankundang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kerlua atas
Unrlang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PemLrentukar:
Irci-atura n l-cn i nCang- rr ndangan;

l2.Peraturan Pernerinieh Nr:inor 55 Tahun 2005 tentar:g Dana Perimbang;
13.Feraruran Ferx.*rlntah irior:cor 18 ?alrun 2*16 tentar:g; perangkal

Daerah:
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l4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2A17 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

i$.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ai7 tentang Pembinaan cian
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

l6.Peraturan Pemerint.ah Nomor L2 Tahun 201q tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

lT"Peraturan Presi.den Nomor 87 Tahun '2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan lJndang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perunclang-undangan;

lS.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 12A Tahun 2018 tentans
Per-ubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk l{ukum Daerah;

l9.Perati-rral Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2A'24 tentan.e;
Fcrl,:nrarr Tckrris Pengeioiaarr Ke uarrgan Daer"air;

20.Peraturan Daerah Kahupaten Halmahera Rarat Nomor z Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barai
Nornor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan I'erangkai
Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

2l.Peraturan Daerah Kabupaten l-Ialmahera Barat Nomor 1 Tahun 20'24
tentang furggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupate::
Halmahera Barat Tahun Aaggaran 2424;

22.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nornor 20 Tahun 2A'21 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomcr 1G

Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
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Pen-jabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2424;

Surat Kepala Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Setda
Kabupaten Halmahera Barat Nomor : \aI l212 /2A24 perihal
Perrnohonan Penerbitan SK KDH.

MEMUTUSXA}T :

l'{engangkat Saudara Freizer Giwe,SH,MIVI clan Alhendri Fara, SH,trffi}I
sebagai Siai lthusus Bupati Halmahera Earat Bidang Hukuttt Daiam
Penyelenggaraan Pemelintahan Daerah.

Masa kontrak kerja Staf Khusus Bupati Bidang Hukum Dalam
Penvelenggaraan Pernerintahan Daerah seiama 12 Bulan terhitung
muiai tanggai 1 Bulan Januari sampai dengan taneeai 3i Bulan
Desember Tahun 2024.

Masa kontrak sebagaimana climaksud Diktum Kedua, sewaktu-i,l,aktu
dapat ditinjau dan/atau diakhiri bilamana tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, brertentangan dengan
kebijakan pemerintah dan/atau trertentangan dengan hai-hal lain .-vang
bersifat teknis.

Staf Ktrusus Bupati Bidang I-Iukum Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dapat diberikan tury'angan kinerja dengan
besaran Rp. 4.5OO.OOO,- (Empat.Iuta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Staf Khusus Bupatj hidang Flukum Dalam Pen--,'eleuggsraai1
Pemerintahan Daerah selain memperoleh l{ak-hak sebagaimana
dimaksud pada Diktum Keernpat dapat pula riitrerikan tambrahan
penghasilan lain sepanjang tidak brertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang beriaku dengan memperkratikan
kemampuan keriangan Daerah.

Staf Khusus Bupati Bidang Hukum dalam penyelenggrilan
Peraerirrtahar: Daerah diberikar: bia3'a perjalar:.an clirras Dalam Daerah
1rleupitl1 Keluar Daerah iDalam Negerii disetarahkan dengan Perjalani:n
Dinas li<--rr Pl,'j-S.
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Staf Khusus Bupati Bidang Hukum Dalam Penyelengaraan
Pemerintahan Daerah rnen:p,;n..'ai tuga.s scbagai berikut :

a. Membrerikan trahan masukan, kajian dalam perumusan kebijakan
Bupati Bidang Hukum Daiam Penyelenggar"aan Pemerintahan
I)aerah yang mencakup pelayanan administrasi pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan.

b" Mernbantu pemerintah daerah daiam menyusun prodr:k hukum
daerair.

c. fulembantu pe:rrerintah daerah rnenyusr:n naskah-naskah per-janjian
baik dengan pemerintah, pemerintah kabupaten /kata lainnya
maupun pihak swasta nasional maupun asing.

d. Membantu pemerintah daerah dalam menangani dan rnenvelesaikan
kaslrs-kasus hukum -vang melibatkan pernerintah daerah.

e. h4emeriksa dan mengoreksi semua prcriuk hukum daerah berupa
peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala
daerah, naskah hukum antara iain perjanjian kerjasama daerah,
perjanjian hibah dan lain-lain.

f. Berrlasarkan surat kuasa khrisus berhak mewakiii pernerintah
daerah Kai:upaten Hafinairtra Barat sebagai kuasa l:ukuni uniuk
mrnarlgani kasus-kasus hukum yang melibatkae pemerinta-h
daerah.

g. Tugas-tugas khusus lain yang diberikan oleh Bupati.

Staf Iihusus Bupati Bidang Hukum Dalam Penyelenggaraan
Pemerintairan Daerah dalam rlenjalarkan tugas berkooi-riinasi ctrengan
Sekretaris Daerah dan meiaporkan kepada Bupati.

Segala bia],a yang akan timbul seLragai akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Beianja
Daerah Kabupaten i{aknahera Barat.

Keputusan ini mulai beriaku pacla ianggal ditetapkan.

Ditetapkan di
paria ianggal

.Iailoio
2J :uari 2024

BUPATI RA BARAT,

Tetzfusat* Disar:rpaika:r kepada Yth ;

1 Sekreta;is Daerah Kab. Halmahera Barat di Jaiiolo,
2. Inspektur inspektorat Kab. Haimahera Bai'at di Jaiioio,
rt. Kepr;1la EKAD I{ab. !-ialnrahtt'a iJai:ri di.iaiioio,
4. Yang bersangkutan ui:tuk diketahui.

Ass. Bid. Administrasi Umurr

Kabag Urnum, Perencannan &

Kabag. Hukum & Orgs
JAfifiES $A$G
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